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DENGAN RAHMAT TUHAN YANq MAHA ESA

BUPATI MAI]ALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32A ayat (U
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbarap Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 558?), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun '2A15 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun a.nggaran berakhir;

b. bahura .... 2
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bahwa berdasarkan Pasal 3OO ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2l Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati men5rusun penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagair:nana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran PertanggUngiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pemberitukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2F Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385I );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara- (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2f36l;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendahalulan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tagbahan fumbaran Negara
Republik Indonesia Nornor a355h

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 66,
Tambahan fumbaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);

c.

Mengingat : l.

3.

4.

5.

6. Undang-Undang.... 3
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (I"embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tartbahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOg tentang Pqiak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Tahun 130, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

9. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2A14 tentang .Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrbahan Ienibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

11. Undang-Undang Nomor 3O Taliun 2OL4 tentang Administrasi
Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 292, Tambahan Iembaran Negara Republik
lndonesia Nornor 560 1);

12. Peraftrran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji ,Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah hberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
L23l;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor 21O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 401281;

14. Peraturan .... 4
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Per-wakilan Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 9O, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44L61 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

2t Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oa4 tentang Kedudukan
Protokoler dall Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712l;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Kerrangan Badan Layanan urnum (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tamhahan
trrnbaran- Negara Republik Indonesia Nomor 45021,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum. (Le-mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a502l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 197, Tambahan l.er,nbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45751; 

..

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbamn Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan ftmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana !e]ah
di;bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2o1o
tentang pefrrUahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor

i1o, T"*b"hart L*b*rarr Negara Republik Indoneeia Nomor

slSsh

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun iAO+ Nomor 140, Tambahan pmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 15O, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesaia
Nomor a585); 

2a.Peraturan .... S



5

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOG Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6rcl;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2AOT tentang Laporan
Penyelenggara€ur Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daeratr, dan Informasi
Laporan Penyelenggara€m Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6931;

23. Peraturan Pernerintah Notnor 39 Tahun 2OAT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nornor a738);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 20, Tambahan
I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor aS16);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik flrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAg Nomor 18, Ta.mbahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 49721, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noriror 5 Tahun 2OO9
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2Al2 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5351);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O1O tentang
Pedoman Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakil;an Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Pemrakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 22,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51Oa);

27 . Peraturan .... 6
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27.Peratttran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20tO
Nomor 25, Tarmbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlL tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi {Ixmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 44, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2A9l;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor Llg, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

29. Peratrrran Pemerintatr Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Starrdar
Akuntansi Pemerintahan 

* (krnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tanrbahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5f 65);

30. Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 20ll tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambirhan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52191; 

l
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OtZ tentang Hibah

Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272l,;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Al4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (I"embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang
Perahrran Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor t23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Penaerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nornor 6 Tahun 2AL4
tentang Desa {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57t71;

34. Peraturan ....7
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34. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ot4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nornor 22 Tahlun 2O15 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 88, Tarnbahan Lembaran Negana Republik Indonesia
Nomor 569ah

35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 'Atas
Peraturan Presiden Nomor * Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No*o, 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun ?OLL tentang Pembahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kerrangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahtrn zOfi Nornor 31O);

37. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 2l Tahun 2OAT
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengernbalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OOT
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peratrrran Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Raneangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OO8
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusuna! Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Serta Penyarnpaiannya;

4O. Peraturan.... 8



8

4O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L4 Tahun 2016
tentang Pertrbahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2OLL tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2A16 Nomor Y f l;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OL2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nornor 75al;

42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun 2OL3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
iNdonesia Tahun 2013 Nomor La25l;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Tahun
2Al4 Nomor 68O);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungcrn, Penganggaran
dalam APtsD, dan Tertib Administrasi Pengajrrartr, Penyaluran,
dan l"aporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor LZaa\

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PNIK.AT /2015 tentang
Pelaksanaan Dana Alokasi l(husus Tambahan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol5;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Mqialengka Nomor 2 Tahun
2AO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lernbaran Daerah Kabupaten
Mqialengka Tahun 2OO9 Nomor 2, Seri A);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Mqialengka Nomor 5 Tahun
2AAg tentang Penyertaan Modat Pemerintah Kabupaten
Mqialengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (kmbaran Daerah
Kabupaten M4ialengka Tahun 2OO9 Nomor 5);

49. Peraturan ....9
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Peraflrran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun
2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2OOg Nomor 1O) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mqialengka Nomor 8 Tahun zALl tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor t O Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah I(abupaten
Majaleng!<a Tahun 2OL t Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor I Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Mqialengka Tahun 2Ol4-24L8;

51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2Ol4 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah
Kabupaten Mqialengka;

52, Peraturan Daerah Kabupaten Mqiatengka Nomor 6 Tahun
2Al4 kntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2Al5 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mqialengka Tahun 2A14 Nomor 6);

53. Perahrran Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2OLS (kmbaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 7).

ffiEffiTI'ftISKAH :

Menetapkan : PERATIIRAII BUPATI TEIITAIIG PEIUABARAN
PERTAI{GGIIfrCI AtfABAIs PEI"AKSAIIAAII AIIGGARAIT
PEITDAPATAil DAil BEI"AITJA DAERAII KABUPATEIT
TA^IALEITGIIA TAIIT'f, AilGGARAIT 2015.

Pasal I

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan

50.

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

Rp. 283.735.793.231,OO
Rp. 1.367.195.047"862,00
Rp. 8a2.608.388.1Q3.0o

Rp. 2.493.539.229.256,00

2. Belanja ....9
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2. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2l Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial

4l Belanja Bagr Hasil

5) Belanja Bantuan Keuangan

6) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

2. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2l Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlatr Belanja I"angsung

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. L.120.213.633.2 17 ,OO

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 136.323.71O.3O0,00

Rp. o.Qo

Rp. 1.258.592 .602.1 17,00

1.550.OOO.OOO,OO

24L.OOO.OOO,O0

264.258.600,00

134.303.614.491,OO

32g.g41.989.064,OO

Rp.

Rp.

Rp. 672.132.609.30a.OO

Rp. ,1.130.378.212.859,00

Rp. 2,388.970.814.9?6.OO

Rp. 104.568.414.280,00

Rp. L61.142.245.333,OO

Rp - 3o.oOo.OOo.OQO.OO

Rp. 135.142.245.333.00

Sisa lebih penggunaan anggararr tahun berkenan Rp. 239.710.659.613,00

PaEaI 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalary Pasal
tercintum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

PasI 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dirinci lebih lanjut ke dalasr penjabaran laporan ree.tisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal
tercantum datam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 .... 11
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Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.

ksat 6

Peraflrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mqialengka.

Ditetapkan di Mqjalengka
pada Tanggal 6 September 2OLG

BI'PATI UA"'ALEITGKA,
i

Cap/Ttd

SUTRISNO
Diundangkan di Majalengka
pada Tanggal 6 September 2016

SEI{RETARIS DAERAH
KABI'PATEIT ilA"'AT,TITGKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPAIA BAGIAIT HT'KTIM

SEIDA KABUPATEIT UAIALEISGKA+
GUil GI,I{ U.D.. S.H.. U.Pd

rrIP. 196s0E,27 199603 I OO3

AHilAI} SODIIilil


